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STUDI TENTANG FUNGSI SEKSI METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DALAM PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
PADA ALAT UKUR STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) UNTUK
MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

Six’on Demokrat Surosd

Abstrak

Penelitian ini berjudul Studi Tentang Fungsi Sé¥strologi Legal Dinas
Perindsutrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan Elanyidikan Pada Alat
Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Untuk Measset Kota Samarinda
(Studi Kasus di Kecamatan Palaran) di bawah bimamd@apak Drs. Endang
Erawan. M,si selaku Dosen Pembimbing | dan Bapa&.Hdr Burhanudin.M,si
selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsksseMetrologi Legal
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawatan Penyidikan Pada
Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBldjuk Masyarakat
Kota Samarinda dan mengetahui kendala-kendala yaligadapi dalam
melakukan pengawasan dan penyidikan dari seginaletan eksternal.

Jenis penelitian ini  yaitu deskriptif kualitatif g dimana
menggambarkan dan memaparkan Fungsi Seksi Metrologgal Dinas
Perindsutrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan Elanyidikan Pada Alat
Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Untuk Measset Kota Samarinda
yang dimana berkaitan dengan pengawasan dan pesyidi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Fungsi Sekdetrologi Legal
Dinas Perindsutrian dan Perdagangan Dalam Pengawatan Penyidikan Pada
Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum UnMé&syarakat Kota
Samarinda dalam menjalankan fungsi nya sudah kmrjalengan baik, tetapi
masih di temui kendala-kendala, baik kendala ireémaupun kendala eskternal.
Hal tersebut dilihat dari pengawasan yang rutinattikan oleh Seksi Metrologi
Legal.

Kata Kunci: Perindustrian dan Perdagangan, Pengawasan, PergmjiRlat
Ukur dan Bahan Bakar

Pendahuluan
Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang bisnis SPBU telalgdiasekali berdiri di
berbagai daerah dan banyak juga orang berlombaaambuk mendirikannya,
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hal ini dikarenakan prospek jangka panjang yangghasilkan keuntungan yang
berlimpah. Konsumen dari SPBU sendiri bisa terdlari para pengguna
kendaraan baik itu sepeda motor, mobil pribadikatapn umum, truk-truk besar
dan sebagainya. Tapi di sisi lainnya mendirikan SRBBcara sembarangan bukan
malah menimbulkan untung bagi kita malah akan mbualkan kerugian yang
sangat besar. Oleh karena itu diperlukannya sepedtmatian dan pengawasan
terhadap keadaan lingkungan dan pengisian ukuraarBBakar Minyak (BBM)
di sekitar tempat kita, apakah sudah memenuhi atayahg sudah ditentukan.
Adapun bisnis usaha SPBU pada umumnya adalah tistkeam minyak (BBM).
Dan bahan bakar di pasok langsung dan dibeli deriafina. SPBU menjual
bahan bakar sejenis premium, solar dan pertamax.

Melihat kenyataan tersebut SPBU tetap dipandangagsebsentral
kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendarBiahini tidak terlepas dari
semakin banyaknya jumlah SPBU yang disetiap dadeah ditambah dengan
perkembangan yang tidak seimbang antara jumlah akaad yang semakin
banyak dengan keadaan jumlah SPBU, membuat SPBUhaksenpenting
keberadaannya. Tentunya SPBU yang baik dan sehas ldéddukung pegawai
SPBU yang berkompeten dan professional sehinggat dagmberikan pelayanan
yang baik. Namun banyak permasalahan yang dihaolapi pegawai SPBU
dalam perkembangannya selama ini yaitu berkaitagate sumber daya manusia
yang ada didalamnya. Dengan ini upaya yang hatakukian pemilik SPBU di
antaranya melakukan pengawasan langsung operaSéml, membuat edaran
untuk pegawai SPBU agar menjaga stock BBM-nya damitiki cukup
presediaan, memastikan sarana fasilitas penyalpesmadam kebakaran, dan alat
komunikasi dapat berfungsi dengan baik.

Demi meningkatakan intensitas pengawasan dan kwsilikhususnya
pada sejumlah SPBU, guna mengantisipasi jika tehjadyang berpotensi pada
kecurangan terhadap pengisian pada alat ukur SRigld pkuran BBM, maka
pemerintah menyiapkan petugas-petugas yang bemtujuguk melakukan
pengawasan dan koordinasi kepada setiap SPBU. niggpengawasan terhadap
pengisian ukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada alatr SPBU yang
memenuhi standar hal ini terdapat dalam Undang-bindgepublik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal BAB XasAl 36 Tentang
Pengawasan dan Penyidikan ayat 1,” Pegawai ingtemserintah yang ditugasi
dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pesgan dan pengamatan
diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukatasn Undang-Undang.

Pengembangan dan pembangunan kemetrologian yaaikdik dengan
pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya masa-nransisi untuk
mengatur atau menata kembali pembagian urusanagas,tdan fungsi, serta
peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupatem/kdéngan meningkatkan
efesiensi pelaksanaannya, dan memperhatikan dasar-kkewenganan yang telah
ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaBsaya yang berkaitan
dengan otomi daerah.
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Peran Seksi Metrologi Legal disini sangat pentiatach hal pengawasan
mengingat banyaknya jumlah SPBU yang tersebar da lSamarinda semakin
banyak yaitu mencapai 24 SPBU yang tersebar di adfegamatan yang ada di
Kota Samarinda (sumber : Oktober 2012). Dari banyaljumlah SPBU yang
tersebar adapun penulis mengadakan observasi diaittalah satu SPBU yang
ada di Kota Samarinda, karena berdasarkan BeritaraA®®engawasan dan
Pengendalian SPBU Kota Samarinda, diketahui bahvgaldh satu SPBU yang
ada di Kecamatan Palaran bermasalah dalam halgemdpahan bakar minyak.
Hal ini terlihat dari setiap pengawasan yang dikaku Seksi Metrologi Legal
pada 3 bulan sekali, hasil pengujian di SPBU terssfaitu melebihi batas
toleransi yang telah ditetapkan. Bermasalahnya SteBté¢but dapat menjadi hal
yang buruk, yang terkena dampak dari bermasalal®BRBU tersebut adalah
masyarakat, karena masyarakat dalam hal ini adgalbagi konsumen. Untuk itu
peran Seksi Metrologi Legal dalam pengawasan kef&El sangat diperlukan
dan sangat penting dilakukan.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Pargtidan dan
Perdagangan dalam pengawasan dan penyidikan [mdakar Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk masyatai Samarinda
?

2. kendala—kendala apa saja yang yang dihadapi SeleroMgi Legal
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sam&?inda

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui fungsi Seksi Metrologi Legal BirRerindustrian dan
Perdagangan dalam pengawasan dan penyidikan paidakal Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk masyardkata
Samarind&
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapsiS@&trologi Legal
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sam&®inda

Manfaat Penelitian

1. Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapatrbanfaat bagi penulis
untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan.

2. Praktis : Hasil peneliian diharapkan dapat memberiknasukan yang
berarti bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangasukya pada bidang
Seksi Metrologi Legal Kota Samarinda dan dapat nambpihak-pihak
yang memerlukan informasi mengenai permasalahang ysedang
dihadapi.
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Teori dan Konsep
Fungs
Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasanbsia merupakan
kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan gdagukan. Menurut kamus
(dalam Taliziduhu, 2005:57) berdasarkan definistgma fungsi adalah apa saja
kegiatan pemerintah. Sedangkan definisi yang kefdngsi menunjukan maksud
yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adasmydjadga yang disebut
pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat unencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Sedangkan menurut kamus kepegawaian, fungsi adsg&kRlompok
kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang satu dgiaiarmempunyai hubungan
erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok.
Fungsi terdiri dari beberapa macam yaitu :

a. Fungsi Organik Adalah fungsi yang merupakan penmgda kegiatan dalam
suatu organisasi

b. Fungsi Teknis Adalah perincian dari fungsi orgaydng didasarkan oleh
keahlian.

c. Fungsi Utama Adalah fungsi dalam suatu organisasigymenjadi pokok
dalam menetukan batas-batas ruang lingkup orgaitisas

Organisas

Menurut Josef (2003:235) untuk mewujudkan suatamsgasi yang baik
serta efektif dan agar struktur organisasi yangdafsmt sehat dan efisien, maka
dalam organisasi tersebut perlu diterapkan bebersgmatau prinsip organisasi.
Adapun asas-asas organisasi tersebut dapat digshagai berikut :

Rumusan tujuan dengan jelas.
Pembagian pekerjaan.
Pelimpahan/Pendelegasian wewenang.
Koordinasi.

Rentangan kontrol/kendali.

Kesatuan komando.

ogbhwphE

Tugas Pokok dan Fungs Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Samarinda

Dengan telah diberlakukan Peraturan Walikota SardariNomor 23
Tahun 2008 Tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi, daa Kerja Struktur
Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda, maka datmyka mendukung
kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan berldetagan pelayanan dasar
maupun yang secara nyata, dan bertujuan untuk giatken kesejahteraan
masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan dinashdaesuai dengan Pasal 1
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 Tentang arepPenjabaran, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi DinasrBla Kota Samarinda sebagai
unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakaarupemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuanjub®ya pada Pasal 649 ayat
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1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakaor yredaksana urusan
pemerintahan di bidang perindustrian dan perdaganga

Adapun yang menjadi tugas pokok Dinas Perindustiem Perdagangan
dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tald®8 2 entang Penjabaran,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasa®Daerah Kota Samarinda

yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupaksr pelaksana otonomi

daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daklam melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenapgmerintah daerah
dibidang perindustrian dan perdagangan berdasaskas otonomi dan tugas
pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanparastmonal program
kegiatan penertiban tanda daftar industry dan pearbe@ekomendasi dan atau
advis teknis untuk perijinan usaha industri dandpgangan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan ijin/pendaftaran jasa bdams distribusi, fasilitasi
usaha industri dan pelaksaan metrology legal, paarb@erlindungan kepastian
berusaha dan konsumen, perencanaan program, pemaseknologi, standar
pengembangan dan kerjasama, permodalan, pembinaan pg&ncegahan
pencemaran lingkungan hidup, fasilitas kemitraarahas dan kerjasama
pembangunan industri dan perdagangan, operasidt@KBpembinaan asosiasi,
penyusunan tata ruang dalam pengembangan pusathpaisstri terintegrasi dan
penyediaan sarana prasarananya, pengumpulan, ignddis desiminasi dara
informasi industri dan perdagangan, pengawasan ndamitoring pelaksanaan
tugas desentralisasi bidang industri dan perdagarsggsuai norma, standard an
prosedur yang searah dengan kebijakan umum daaralketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimaraksiid diatas,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyaiifungs

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan progranmasipeal perindustrian
dan perdagangan dalam upaya pembinaan, pengembakgardinasi,
monitoring, evaluasi, penyelenggaraan kegiatan amuperindustrian dan
perdagangan sesuai norma, standar, dan prosedgrbgtaku dan searah
kebijakan umum daerah.

b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan yresarintahan dibidang
perindustrian dan perdagangan dan pelayanan umunbgmen pemberian
rekomendasi dan atau advis teknis untuk perijin@aha industri dan
perdagangan, tanda daftar perusahaan, fasilitsehau dan perlindungan
kepastian berusaha dan konsumen, perencanaanagmarprpromosi produksi
industri dan perdagangan, pelaksanaan penelitian gangembangan
penerapan teknologi dan metrologi legal, fasilittesh pengawasan penerapan
standarisasi ukuran dan laboratorium serta kerjasametrologi legal, SDM
dan aparatur pembina industri dan perdagangans giesenodalan, kemitraan,
dan kerjasama pembangunan industri dan perdagdog&ndengan unsur
dinas maupun dengan instansi terkait.
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c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembinaan asaststri/dewan dan
UPT tingkat kota, pemberdayaan motivator dan indicgoerlindungan,
konsumen dan operasional BPSK dan pengembangan MPIK&rumusan
kebijakan bidang ekspor dan impor, pengujian muitatg dan penerbitan
surat keterangan asal, pelayanan UTTP serta pearbidan pencegahan
perencanaan lingkungan hidup di bidang industri

d. Pelaksanaan penyusunan tata ruang dalam pengembpada pusat-pusat
industri yang terintegrasi dan koordinasi penyedigarana dan prasarana,
pengumpulan, analisa dan deseminasi data inforfniasing industri dan
perdagangan serta pelaksaan pengawasaan, monitlaimgvaluasi kegiatan
dibidang perindustrian dan perdagangan serta @elaks pengawasaan dan
prosedur yang berlaku searah kebijakan umum dakalpelaksanaan tugas-
tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintatdeh Kepala Daerah sesuai
ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenamgmn
Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustian Perdagangan di

jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah NofriorTahun 2008 Tentang

Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.

Adapun penjabaran tugas pokok Dinas Perindust@g@nRerdagangan sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 TeQeganisasi Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Samarinda yaitu membantu Kepakerdh dalam
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang adnelkewenangan
pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi das pegyabantuan di bidang
perindustrian dan perdagangan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Dinas Perindusii@an Perdagangan
mempunyai fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian plardagangan sesuai
dengan rencana strategis yang diterapkan pemedataiah.

b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijédams di bidang
perindustrian dan perdagangan.

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalzdakan teknis
industri.

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendal#@akan teknis
perdagangan.

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengenkiztigackan teknis iklim

usaha dan perlindungan.

Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendaidjakan teknis

pengawasan industri perdagangan.

Penyelengaraaan urusan kesekretariatan/

Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pembinaan Kelompok jabatan Fungsional/

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepalardh sesuai dengan

bidang tugasnya.

—h

— T saQ
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Seks Metrologi Legal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Zufa 1981
Tentang Metrologi Legal Pasal 1 :

a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-rakngsecara luas.

b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelolauaatsatuan ukuran,
metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yasmgyangkut persyaratan
teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang lpartgjuan melindungi
kepentingan umum dalam hal kebeneran pengukuran.

Metrologi dikelompokkan ke dalam tiga kategori usachengan tingkat
kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda:

1. Metrologi Illmiah: berhubungan dengan pengaturan gsEmgembangan
standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya.

2. Metrologi Industri: bertujuan untuk memastikan bahsistem pengukuran dan
alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akug@sig memadai, baik dalam
proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya.

3. Metrologi Legal: berkaitan dengan pengukuran yagrgldmpak pada transaksi
ekonomi, kesehatan, dan keselamatan.

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepala Seksi MegidlLegal Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dalam Peraturan Malamarinda Nomor 23
Tahun 2008 Tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi, dda Kerja Struktur
Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda yaitu memimmembina dan
mengkoordinasikan kegiatan operasional program alogfr legal serta
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkanatiau diperintahkan oleh
Kepala Bidang yang searah kebijakan Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala $4dsblogi Legal
mempunyai fungsi antara lain :

a. Pengkajian peraturan perundang-undangan dan katentainnya yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Penyusunan rencana kegiataan seksi metrologi leggilagai acuan
pelaksanaan kegiataan.

c. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidangyagasn

d. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar tugas ddplk$éanakan dengan
baik.

e. Pemeriksaan hasil kerja bawahan agar sesuai dgreganjuk dan ketentuan
yang berlaku.

f. Pelaksanaan kegiataan metrologi legal setelah nretepe penilaian dari
pemerintah yang didasarkan rekomendasi propinsi.

g. Pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skaka ko

h. Pelaksanaan standar ukuran dan laboratorium metielgal.

I. Pelayanaan tera dan tera ulang UTTP setelah mekahiliaian standar ukuran
dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.

j. Penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skata kot

k. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BCaTSH
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|. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.

m.Pembuatan pelaksanaan tugas Seksi Metrologi Legagsi pertanggung
jawaban.

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan t&un @diperintahkan oleh
atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawabrie@w@nnya.

Pengertian Pengawasan
Menurut Simbolon (2004: 76) prosedur pengawasalahd&bagai berikut :

1. Observasi, pemeriksaan dan pemeriksaan kembali.

2. Pemberian contoh

3. Catatan dan laporan

. Pembatasan wewenang

. Menentukan peraturan-peraturan, perintah-péridi¢en prosedur.

. Anggaran

. Sensor

. Tindakan disiplin.

Menurut Silalahi (2002: 396) langkah-langkah dalpengawasan adalah

sebagai berikut:

a. Tetapkan standar
Standar adalah kriteria dari hasil yang diinginkatau peristiwva yang
diharapkan dalam melaksanakan kegiatan, pelaksateamasil kerja atau
perubahan yang terjadi dalam mencapai tujuan.

b.  Monitor dan Ukur Kinerja
Agar pelaksanaan pengukuran kinerja berlangsungastetepat, maka perlu
dikumpulkan data dan mendeteksi permasalahan.

c. Bandingkan Hasil Aktual dengan Standar
Tahap ketiga dalam proses pengawasan ini ialah @edigkan hasil
kinerja aktual dengan standar. Untuk itu dibutuhktandar yang jelas dan
pasti yang digunakn sebagai ukuran yang diperbgkdm

d. Ambil Tindakan Perbaikan
Tindakan korektif atau penyesuaian biasanya mengasabu dari tiga
bentuk, yaitu : Maintain Current Status jika hathir konsisten dengan
standar; make adjustment jika hasil menyimpang d@ndar karena
pelaksanaan tidak tepat; change the standard hpk#l secara signifikan
menyimpang dari standar karena standar yang digumédak tepat.

N

5
6
7
8

Penyidikan
Berdasarkan rumusan Pasal 1 Butir 2 KUHAP, unssuunyang
terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :
A. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yanggamelung tindakan-
tindakan yang antara satu dengan yang lain saérnigubungan.
B. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang loiggoenyidik.
C. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan pengidadangan.
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D. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkaktip yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadin menemukan
tersangkanya.

Alat Ukur

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Zhufa 1981
Tentang Metrologi Legal, alat ukur adalah alat yaliygeruntukan atau dipakai
bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.

Sedangkan menurut Djainul Arifin (2007:57) alattali&ur, timbang, dan
perlengkapannya (UTTP) adalah benda yang diprodolke$i pengusaha dalam
negeri atau yang disengaja diimpor wajib mendapatkan dari Menteri
Perdagangan yaitu Izin Tanda Pabrik atau Izin Tgaéam hal ini dilimpahkan
kepada Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Pgatayan Dalam Negeri
Departemen Perdagangan (Undang-Undang Nomor 2 Td8i1 tentang
Metrologi Legal).

Kecenderungan manusia berbuat curang dalam mengguradat ukur
untuk mengejar keuntungan dengan merubah dan meiaatdt ukur. Tidak ada
alat ukur yang tidak mengalami perubahan setelgundkan dalam waktu
tertentu, maka diperlukan kalibrasi atau tera #&aa ulang oleh Unit Metrologi
agar alat ukur tersebut selalu benar sehingga kemsudan produsen tidak
mengalami kerugian.

Jadi alat ukur adalah alat yang dipakai bagi peaguk kuantitas atau
kualitas yang diproduksi di dalam negeri atau domgang mendapatkan izin dari
Menteri Perdagangan yaitu Izin Tanda Pabrik atauTygpe.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional atau kerangka konsepsionahumg Bagong
Suryanto dan Sutinah (2006:15) adalah abstraksi ldgadian yang menjadi
sasaran penelitian dan juga memberikan batasaangeiiiasnya ruang lingkup
penelitian. Yang dimaksud dengan fungsi Seksi Megio Legal Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Dalam PengawasafPelandikan Pada Alat
Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kJiflasyarakat Kota
Samarinda adalah serangkaian tindakan, kinerj@atarencana, atau tujuan yang
telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukaatkah kinerja sejalan dengan
standar tersebut dan untuk mengambil tindakan mebyban yang diperlukan
untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunalkamah seefektif dan
seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Jenis Pendlitian

Berdasarkan format judul penelitian diatas penolisnggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Sebagaiman yangldskan Suharsimi Arikunto
(2005) penelitian deskriptif merupakan penelitiamny dimaksud untuk
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mengumpulkan infomasi mengenai status gejala yalag yaitu keadaan gejala
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Fokus Penelitian
1. Pengawasan
2. Penyidikan
3. Kendala-kendala yang dihadapi Seksi Metrologi LegBiinas
Perindustrian dan Perdagangan Dalam PengawasaRestgidikan Pada
Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBUHtuk
Masyarakat Kota Samarinda

Sumber Data
Adapun yang menjadiey informardalam penelitian ini adalah :
1. Kepala Seksi Metrologi Legal Kota Samarinda.
Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitiaradalah sebagai
berikut:
A. Staf-staf Seksi Metrologi Legal
B. Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SR&id)para pegawai.
Untuk melengkapi data yang diperlukan, maka digan juga
informasi-informasi dari pihak lain yang telah dioenendasikan oleh key
informan, sehingga mendapat data yang lebih ddid lengkap. Adapun jenis
data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian lgpanni adalah data primer
dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupanktatif, diantaranya :

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung gara informan
berupa informasi di lapangan.

b. Data Sekunder, yakni diperoleh dari berbagai sundaer digunakan
untuk menunjang informasi yang di perlukan dalaniakayang berupa
sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan ifemekerta
diperoleh dari literature yang relevan dari perrtedsen, sebagai dasar
pemahaman terhadap obyek penelitian dan untuk mahgianya secara
tepat.

Teknik Pengumpulan Data
1. Penelitian kepustakaahilprary Reserch
2. Penelitian lapangan
a.Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangangenan
keadaan dan kondisi objek penelitian untuk menekapatiata
yang diperlukan dalam penulisan skrispsi.
b. Wawancara, yaitu tanya jawab antara dua oranglelslu secara
langsung dengan informan.
c. Dokumentasi, yaitu data, gambar, dan atau dokumo&norden
yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
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Teknik Analisis Data

1) Pengumpulan data yaitu data pertama atau data imgatay dikumpulkan
dalam suatu penelitian.

2) Reduksi atau penyederhanaan proses memilih, mes)fokenyederhanakan
dan membuat abstaksi. Mengubah data mentah yangmgikkan dari
penelitian kedalam catatan yang telah disortir dtpariksa.

3) Penyajian data adalah menyusun informasi dengam testentu sehingga
memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambigaa ini membantu
untuk memahani peristiwa yang terjadi dan menggratia analisa atau
tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4) Kesimpulan-kesimpulan atau vertifikasi adalah sabkggkah terakhir yang
meliputi pemberian makna data yang telah disedak®an dan disajikan
kedalam penyajian data dengan cara logis dan mletgidamnfigurasi yang
memungkinkan untuk diprediksi hubungan sebab akiatalui hukum-
hukum empiris.

Hasil Penelitian
Pengawasan dan penyidikan pada alat ukur SPBU

Berdasarkan hasil penelitian, Seksi Metrologi Legelalu berusaha
memberikan pemberitahuan dan mengingatkan untatuseiemberikan sebuah
kepuasan terhadap konsumen, dari segi pengisiaughya.
Berikut adalah beberapa hasil wawancara yang eltakdukan dengan beberapa
narasumber untuk mengetahui pengawasan dilakukéinSeksi Metrologi Legal.
Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi IHj. Agni
Kasmaranwati,S.Sos. mengatakan bahwa :
“Dalam pengawasan SPBU pengawasan yang tidak hamgagatur juga
memberikan sanksi yang jika diberikan dapat merkharidampak mulai dari
kecil hingga besar seperti pencabutan izin usalmg y@mudian berimplikasi
pada terhentinya kegiatan operasional SPBU”. Datefaksanakan pengawasan
kami sebelumnya menentukan jadwal yang akan dikantuerus kami menyurati
yang berbentuk surat pemberitahuan ke pada perS8HBU tersebut, dalam
kunjungannya kami memonitoring serta mengukur ulpogpa mesin tersebut
dan di akhiri dengan pembuatan berita acara pesa@n”’. Dalam pengawasan
tersebut kami melakukan setahun 4 kali dalam rewtgktu 3 bulan sekali, kami
jarang melakukan sidak terhadap beberapa SPBU lked#agejolak harga atau
pas ada kenaikan harga BBM.
Beliau pun menambahkan :
“Adapun langkah awal pengawasan biasanya kami dkagsung mengecek
mesin-mesin pompa bahan bakar tersebut, kami |lakdka kali percobaan di
dalam bejana dan melihat apakah sesuai standar tedaidy di tetapkan. Bila
terjadi kecurangan kami akan segera menyuruh piBBBU untuk segera
memperbaiki. selama masa perbaikan, mesin terdelalt boleh dipakai sama
sekali sampai betul-betul mesin tersebut layaklkdipkembali. Tapi bila selesai
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perbaikkan, terus kita mengecek mesin itu lagi dasih terjadi kecurangan,
maka kami akan menutup sementara SPBU tersebutasaeqmua mesin betul-

betul layak pakai. Dalam pengawasan SPBU kami titakya mengatur juga

memberikan sanksi yang jika diberikan dapat merkharidampak mulai dari

kecil hingga besar seperti pencabutan izin usalmg y@&mudian berimplikasi

pada terhentinya kegiatan operasional SPBU”.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Ibu Dwi sgh@kanggung jawab pihak
SPBU :

“Memang petugas dari Seksi Metrologi Legal selaluitinr melaksanakan

pengawasan SPBU kami setiap 3 bulan sekali. Daleanggwasan pihak kami

selalu tidak menutupi-nutupi, misal ada terjadusakan. Karena setiap kali kami
selalu mengecek pompa mesin tersebut dan biladiekgrusakan kami akan

selalu menghubungi petugas Seksi Metrologi Legalikuisegera memperbaiki.

Kemarin-kemarin memang terjadi kerusakan sehingtjal.5kami sempat ditutup

sementara, itu bukan karena pompa mesin yang tapalsalah satu pipa yang
menghubungkan ke pompa mesin terjadi kebocoranngghi mengganggu

rutinitas kami. Sampai sekarang kami selalu tramspéerhadap petugas Seksi
Metrologi Legal setiap mereka melakukan pengawasm’.

Dalam penelitian ini, dimana peran dari Seksi Mefgb Legal yang
sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankankpafeaannya berjalan
sesuai dengan tujuan, visi dan misi yang tidak fkgd@ntingnya dan Seksi
Metrologi Legal dalam pengawasan dan penyidikantglah melaksanakan
dengan baik. Ini dapat dilihat dari pengawasamryaing dilakukan 3 bulan
sekali. Tentunya diharapkan dalam pengawasan 3&ésplogi Legal kepada
setiap SPBU khususnya pada SPBU yang berada dnté&taa Palaran tidak ada
kecurangan, karena bila terjadi kecurangan makayarasatlah yang sangat-
sangat dirugikan. Meningkatnya jumlah pertumbuhBBS tentunya membawa
pengaruh yang baik bagi perekonomian Kota Samaridanilah peran penting
dari Seksi Metrologi Legal sebagai Instansi Pent@hian yang bertugas untuk
melaksanakan fungsinya dalam hal melakukan pengewasn penyidikan
kepada setiap SPBU agar nantinya berjalan dengandba dapat memberikan
sebuah kepuasan kepada setiap pelanggannya.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada salah satuS8ksi Metrologi Legal,

Ibu Vita mengatakan bahwa :

“Untuk penyidikannya kami memonitoring dan mengukilang pompa mesin

dengan bejana, dalam pelaksanaannya kami melak@kd@li percobaan,.

Misalnya dalam pengukuran tersebut tidak sesuadatamaka pihak kami akan
segera menindaklanjuti dengan memberikan suratdagerlebih dahulu sambil

kami mengawasi, dan dalam tempo 3 bulan masihittggd maka kami akan

segera menutup SPBU tersebut, sampai dari pihakJSB&ebut memperbaiki

dan layak pakai lagi. Setelah itu kami akan memlbeaita acara pemerikasaan
(BAP), yang mana hasil dari laporan itu akan kaahtitkembali dan menjadi

acuan untuk penyidikan kedepannya. Dari hasil mkkgn ini kami akan
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kembangkan lagi bila ada terjadi kecurangan kabese berdampak negatif bagi
masyarakat yang menggunakan”.

Kendala Internal
Penulis menanyakan kepada Kepala Seksi Ibu Hj. Agagsmaranwati,S.Sos.
mengatakan bahwa :
“Kendala-kendala yang terjadi dari internalnya :
- Kekurangan petugas (sumber daya manusia) : gangat kekurangan petugas
dalam hal pengawasan, maka dari itu penambahaggsesangat kami nantikan,
karena dapat menunjang kinerja kami dalam setiagggweasan. Yang lebih
penting lagi di setiap petugas yang baru diharapakamahami setiap seluk-
beluk pengawasan kepada alat ukur pengisian batkam bmum.
- Peralatan alat ukur dan kendaraan membuat karustkerja ekstra, alat ukur di
dalam setiap pengawasan memiliki peran yang sapeating, jadi sangat di
butuhkan oleh tim kami. Alat ukur yang sekarang meghmemenuhi standar,
tetapi kami perlu pembaharuan, hal ini dapat memghgemua kinerja tim kami.
Maka dari itu setiap melakukan tugas kami cuma msabuat 1 (satu)
tim pengawasan saja. Kami sangat kekurangan petladash setiap pengawasan
karena memang sumber daya manusianya yang terbapasagi sekarang
banyaknya SPBU yang berada di Kota Samarinda. Bé@iginperalatan yang
kurang memadai maka dari itu kami sampai sekaraagjhnmenunggu peralatan
yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota.

Kendala Eksternal

Selain kendala Internal yang dihadapi, Seksi MegolLegal juga
menemui kendala eksternal. Dalam pelaksanaanny@asetering mendapatkan
SPBU yang terkesan menutup-nutupi untuk di adakengg@wasan. Namun
petugas tetap melakukan pengecekan terhadap porepe tersebut, hal ini
wajib mereka lakukan karena bisa berdampak nedgatiimasyarakat. Peran
petugas memang sentral dalam pengawasan ini kaadaaya pengawasan
tersebut dapat memperkecil terjadinya kecurangasarggkan kecurangan yang
terjadi dapat segera diketahui yang kemudian ddifstukan perbaikan. Padahal
kegiatan tersebut merupakan upaya melindungi kemgmt konsumen dan
produsen guna mencapai terciptanya tertib usatdy kelalitas, tertib ukur serta
memenuhi syarat, sekaligus dapat menciptakan apeehsisaha. Adapun yang
paling penting adalah hak konsumen dapat terlindung

Penulis menanyakan kepada salah satu Staf SeksolbtgtLegal, Ibu
Vita mengatakan bahwa :
“Biasanya ada kesan menutupi-nutupi dari pihak SPBitika melakukan
pengawasan, entah itu mesin rusak lah atau lagpedsikan pompa mesinnya.
Tapi kami tetap akan melakukan pengecekan terhegtapa mesin walaupun ada
kesan menutup-nutupi dari pihak SPBU, karena yamgi kakutkan ketika mesin
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itu dibilang rusak pas kami meninggalkan lokasiimés akan di pakai kembali
tanpa ada pengecekan dan disegel tidak bolah di daku” .

Kesimpulan

1.

Saran

Fungsi Seksi Metrologi Legal dalam pengawasan damyigdikan pada
alat ukur SPBU untuk masyarakat Kota Samarindalsbeérjalan dengan
baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengawasaim rgang dilakukan 3
bulan sekali terhadap semua SPBU yang ada di Kat@aBnda. Semua
petugas juga melakukan tugasnya dengan baik damdr@entukan waktu
pengawasan, menyurati/pemberitahuan ke  pengelola BUSP
memonitoring, mengukur pompa mesin dan membuattabeacara
pemeriksaan.

Kendala-kendala yang dihadapi Seksi Metrologi Ledalrbukti
menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsiaydetsebut dapat
dilihat dari jumlah petugas serta sarana dan paasaryang kurang
memadai menjadi kendala dalam melakukan pengawaskin itu, ada
kesan menutup-nutupi dari pihak SPBU ketika adaggemsan yang
dilakukan.

Pengawasan dan penyidikan terhadap semua SPBU teanadilakukan
secara berkelanjutan. Sehingga, pengawasan yaakukidn oleh Seksi
Metrologi Legal dapat berjalan secara efektif.

Ditambahnya petugas serta sarana dan prasarangas@eaunjang dan
memperlancar pelaksanaannya para petugas SeksiolddgtrLegal

sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baikg Ydimana
Pemerintah Kota Samarinda selaku kuasa tertingd{ala Samarinda
dapat memberikan dan menambahkan semua kekuraeganNetrologi

Legal.

Sebaiknya tidak ada kesan tutup menutupi dari pBfaRBU ketika terjadi
pengawasan, sehingga petugas jadi lebih mudah dal@emalankan
tugasnya. Keterbukaan SPBU sangat penting karersyamskat yang
menjadi konsumen dapat merasakan kepuasaan dayapah yang baik
dari setiap SPBU.

Seksi Metrologi Legal diwajibkan memiliki petugasing betul-betul
memahami seluk-beluk pengawasan terhadap alat b&ban bakar
umum, karena secara sepihak pengetahuan pengutkiutamakan untuk
keperluan berniaga sehingga dampak dari ketidakbenadalam

pengukuran untuk berniaga secara langsung akanakibatkan adanya
orang-orang yang dirugikan
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